PERBANDINGAN PENGATURAN PMH DI INDONESIA DAN
AMERIKA SERIKAT DALAM MENANGANI KASUS
KECELAKAAN KERJA

Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga
Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Nelson Sii*
Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Louise Shania Sabela
Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Abstrak :

Kecelakaan kerja merupakan isu krusial dalam perlindungan ketenagakerjaan yang dapat
menimbulkan kerugian fisik, psikologis, dan ekonomi bagi pekerja. Di Indonesia, peristiwa
kecelakaan kerja akibat kelalaian pemberi kerja dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan
Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Namun, implementasi gugatan PMH dalam
konteks kecelakaan kerja masih menghadapi tantangan serius, mulai dari ketidakpastian hukum
hingga lemahnya penegakan keselamatan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan
pengaturan PMH antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam menangani kasus kecelakaan Kerja,
serta memberikan rekomendasi untuk reformasi hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan historis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Amerika Serikat, dengan sistem common law, menyediakan jalur litigasi
perdata melalui tort law dan kompensasi administratif melalui sistem workers’ compensation. Selain
itu, mekanisme pertanggungjawaban negara atas kelalaian institusional juga tersedia melalui Federal
Tort Claims Act (FTCA). Sebaliknya, di Indonesia, mekanisme gugatan PMH belum terintegrasi
secara efektif, khususnya dalam perlindungan bagi pekerja informal dan penegakan standar K3.
Kesimpulannya, Indonesia perlu mereformasi sistem hukum ketenagakerjaan dengan memperkuat
regulasi gugatan PMH, memperluas perlindungan pekerja informal, dan meningkatkan akuntabilitas
negara dalam pengawasan keselamatan kerja.

Kata Kunci: kecelakaan kerja, perbuatan melawan hukum, pekerja informal, keselamatan kerja,
hukum perdata

Abstract :

Workplace accidents remain a critical issue in labor protection, often resulting in physical,
psychological, and economic harm to workers. In Indonesia, work accidents caused by employer
negligence may be classified as unlawful acts (Perbuatan Melawan Hukum, PMH) under Article
1365 of the Indonesian Civil Code. However, the implementation of civil lawsuits based on PMH in
work accident cases remains problematic due to legal uncertainty and weak enforcement of safety
standards. This research aims to compare the regulation of PMH in Indonesia and the United States
in addressing workplace accident cases and to propose legal reform recommendations for
Indonesia. The study adopts a normative legal research method with a comparative and historical
approach. The findings show that the United States, under its common law system, provides dual
mechanisms: civil lawsuits under tort law and administrative compensation through the workers’
compensation system. Moreover, the U.S. allows citizens to hold the state accountable for
institutional negligence via the Federal Tort Claims Act (FTCA). In contrast, Indonesia lacks a clear
framework for PMH lawsuits in workplace accident cases, particularly in protecting informal
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workers and enforcing occupational safety standards. In conclusion, Indonesia should reform its
labor law system by strengthening PMH regulations, expanding protection for informal workers,
and enhancing state accountability in safety oversight.

Keywords: workplace accidents, unlawful acts, informal workers, occupational safety, civil law

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara
yang menganut sistem hukum civil law
yaitu hukum yang memiliki kekuatan me
ngikat yang diwujudkan kepada peratu
ran-peraturan yang tersusun dengan cara
sistematik dalam suatu kodifikasi. Hal
tersebut didasarkan dengan objektif hu
kum merupakan kepastian hukum. Di
mana kepastian hukum dapat diraih
dengan munculnya peraturan-peraturan
hukum yang tertulis. Negara-negara ya
ng menggunakan sistem hukum civil law
memposisikan konstitusi pada posisi
tertinggi dalam peraturan perundang-un
dangan. Dalam sistem hukum civil law,
hakim tidak memiliki wewenang untuk
menghasilkan hukum yang mengikat
secara bebas. Tujuan hakim ialah mene
tapkan dan mengartikan peraturan-pera
turan setara dengan batas wewenangnya.
Walaupun negara Indonesia dapat di
terima sebagai mix sistem dengan alasan
memiliki peraturan yang tidak tertulis
yang disahkan serta bekerja secara se
rentak dengan peraturan yang terkodi
fikasi, yang dimaksud adalah hukum
islam, hukum adat, serta penggunaan
yurisprudensi. Dalam sistem hukum civil
law atau mix sistem, mengenal adanya
dua pembagian hukum vyaitu hukum
privat serta hukum publik. Dimana hu
kum privat mengatur hubungan hukum
antara individu satu dengan yang lain
serta Hukum publik mengatur interaksi
antara negara dan warga negara.

Dengan keadaan dua pemisahan
hukum, jelas kepastian hukum serta hasil
perlindungan hukum dalam publik. Hal
tersebut terjadi dengan alasan dalam ke

dua hukum tersebut telah disusun
sekitar semua aspek kehidupan yang
dimiliki publik , yang meliputi seng
keta yang dapat timbul serta penye
lesaian yang tersedia dalam aturan ya
ng tercatat. Dengan menjadi penganut
sistem hukum civil law, dalam upaya
memberikan perlindungan hukum ke
pada masyarakat, pemerintah menjadi
kan peraturan perundang-undangan
tertulis sebagai pedoman utama. Di
mana berlainan dengan Indonesia,
Amerika Serikat yang menggunakan
sistem hukum common law. Negara
Amerika Serikat menganut Undang-
Undang Dasar yang menjadi acuan
dasar sistem hukum Amerika Serikat
serta yurisprudensi sebagai dasar uta
ma. Di Amerika Serikat, terdapat dua
sistem hukum yang diterapkan, yaitu
hukum federal (federal law) dan
hukum negara bagian (state law), ya
ng keduanya berlaku secara bersama
an. Secara keseluruhan, terdapat 50
sistem hukum negara bagian, hukum
lokal yang berlaku di wilayah Washi
ngton D.C., serta hukum federal. Hu
kum federal sendiri adalah peraturan
hukum yang dibuat oleh pemerintah
federal dan berlaku di seluruh wilayah
negara.

Dalam Konstitusi Amerika Seri
kat, sistem hukum federal memiliki
kedudukan yang lebih tinggi daripada
sistem hukum negara bagian. Hukum
negara bagian (state law) hanya ber
laku di wilayah negara bagian masi
ng-masing, di mana setiap negara ba
gian memiliki konstitusi dan peratu
ran hukumnya sendiri. Dengan kata
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lain, masing-masing negara bagian me
miliki otoritas hukum atas wilayahnya,
sedangkan kewenangan hukum federal
terbatas pada hal-hal yang telah ditentu
kan dalam konstitusi. Namun demikian,
peraturan yang dibuat oleh negara bagian
tidak boleh bertentangan dengan hukum
federal. Jika terdapat konflik antara hu
kum negara bagian dan hukum federal,
maka hukum federal akan diutamakan
dan hukum negara bagian yang berten
tangan tersebut dinyatakan tidak berlaku.
Kecelakaan kerja merupakan salah satu
permasalahan yang sering terjadi dalam
hubungan ketenagakerjaan dan dapat
menimbulkan dampak serius bagi peker
ja, baik secara fisik, psikologis, maupun
finansial. Dalam konteks hukum, peris
tiwa kecelakaan kerja yang terjadi akibat
kelalaian pemberi kerja dapat dikualifi
kasikan sebagai Perbuatan Melawan Hu
kum (PMH).

Dasar hukum mengenai Perbuatan
Melawan Hukum (PMH) di Indonesia di
atur dalam Kitab Undang-Undang Hu
kum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365,
yang menyatakan bahwa setiap per
buatan yang melanggar hukum dan me
nimbulkan kerugian pada orang lain,
mewajibkan pihak yang karena kesa
lahannya menimbulkan kerugian terse
but untuk memberikan ganti rugi.! Ke
tentuan ini menjadi dasar bagi pekerja
untuk mengajukan gugatan terhadap pe
rusahaan apabila terjadi kecelakaan kerja
akibat kelalaian dalam menerapkan stan
dar keselamatan kerja. Selain itu, di Indo
nesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jami
nan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan juga
memberikan perlindungan kepada peker

! Subekti. (2008). Pokok-pokok hukum
perdata. Jakarta: Intermasa.

2 Owen, D. G. (2020). Tort law: Cases
and materials (5th ed.). St. Paul, MN: West
Academic Publishing.
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ja melalui program jaminan kecela
kaan kerja, yang mencakup pelayanan
kesehatan serta santunan kecelakaan
kerja hingga pemulihan dan kompen
sasi. Penelitian ini menganalisis per
bedaan dalam sistem kompensasi, re
habilitasi, dan perlindungan hukum
terhadap pekerja. Di sisi lain, Ameri
ka Serikat yang menganut sistem
hukum common law mengatur bentuk
gugatan perdata terhadap kecelakaan
kerja melalui prinsip tort law, khusus
nya dengan pendekatan negligence
claim.? Gugatan tersebut dapat diaju
kan apabila terdapat pelanggaran atas
kewajiban hukum pemberi kerja yang
menimbulkan kerugian bagi pekerja.
Pada saat yang sama, pekerja di Ame
rika Serikat juga mendapatkan jami
nan melalui sistem “workers’ compen
sation”, yang memberi hak kompen
sasi meskipun tanpa pembuktian kesa
lahan.® Sistem ini berkembang seiring
dengan munculnya berbagai kasus
kecelakaan industri, dan diperkuat
oleh aturan federal maupun negara ba
gian. Salah satu tonggak penting da
lam perlindungan pekerja di Amerika
Serikat adalah melalui Occupational
Safety and Health Act (OSHA) tahun
1970, yang menjadi dasar pengawas
an dan penegakan standar keselama
tan kerja di seluruh negeri. Undang-
undang ini memberi wewenang kepa
da pekerja untuk melaporkan pelang
garan, bahkan membawa kasus ke pe
ngadilan jika ditemukan pelanggaran
serius oleh pemberi kerja. Pada masa
pemerintahan Obama, perhatian terha
dap keselamatan kerja juga ditingkat
kan, di mana OSHA dimanfaatkan se

3 Larson, A., & Larson, L. K. (2021).
Larson’s workers’ compensation law. Matt
hew Bender.
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bagai alat untuk meningkatkan regulasi
ketenagakerjaan dan keselamatan kerja
nasional, termasuk untuk menangani isu-
isu keselamatan di industri berisiko ting
gi.* Dengan adanya berbagai perangkat
hukum ini, pekerja di Amerika memiliki
akses yang lebih luas terhadap keadilan
dan perlindungan hukum jika terjadi ke
celakaan kerja. Sementara di Indonesia,
meskipun dasar PMH telah ada secara
normatif, namun penerapannya dalam
konteks kecelakaan kerja masih membu
tuhkan penguatan, baik dalam bentuk
regulasi spesifik maupun pembuktian
yudisial yang efektif di pengadilan.®
Oleh karena itu, membandingkan penga
turan PMH dalam kasus kecelakaan
kerja di kedua negara menjadi penting
sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi
untuk pengembangan hukum ketenaga
kerjaan di Indonesia ke arah yang lebih
progresif dan berpihak pada pekerja.

B. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, meto
de adalah proses, prinsip, dan tata cara
memecahkan suatu masalah sedangkan
penelitian memiliki pengertian lain yai
tu, pemeriksaan secara hati-hati, tekun,
dan tuntas terhadap suatu gejala untuk
menambah pengetahuan manusia.® Ber
dasarkan penjelasan tersebut, metode
penelitian dapat diartikan sebagai sebuah
tata cara pemeriksaan yang dilakukan
secara hati-hati dalam pengecekan ter
hadap suatu gejala untuk dapat menam
bah pengetahuan manusia. Metode pene
litian hukum yang digunakan dalam
karya tulis ini adalah dengan menggu
nakan metode penelitian hukum nor
matif. Metode penelitian hukum nor

4 Weil, D. (2010). Improving workplace
conditions through strategic enforcement: A
report to the Wage and Hour Division. U.S.
Department of Labor.

matif dilakukan dengan cara me
lakukan studi kepustakaan yang telah
ditinjau dengan menggunakan aspek-
aspek hukum. Penelitian tersebut me
nggunakan pendekatan komparatif
(comparative approach) yang merupa
kan pendekatan yang digunakan de
ngan membandingkan sistem hukum
serta pendekatan historis (Historical
approach) yang digunakan dengan
mempelajari latar belakang perkem
bangan pengaturan mengenai isu ya
ng dihadapi serta undang-undang di
negara Amerika Serikat dan Indone
sia terkait hal yang berbeda atau sa
ma. Jenis bahan hukum yang diguna
kan mencakup bahan hukum primer
dan sekunder. Bahan hukum primer
meliputi peraturan perundang-unda
ngan, risalah resmi, putusan penga
dilan, serta dokumen-dokumen resmi
negara. Sementara itu, bahan hukum
sekunder terdiri atas artikel jurnal hu
kum, pendapat para pakar hukum, dan
kamus hukum yang relevan dengan
permasalahan yang diteliti. Penarikan
kesimpulan dilakukan dengan meng
gunakan metode deduktif, yaitu mena
rik kesimpulan dari pernyataan yang
bersifat umum menuju hal yang lebih
spesifik.

C. Hasil Penelitian dan Pembahas
an

1. Kurangnya Kepastian Hukum
terhadap Mekanisme Gugatan PM
H dalam Kasus Kecelakaan Kerja
di Indonesia

Dalam sistem hukum
Indonesia, gugatan  berdasarkan
Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

% Hartono, S. R. (1992). Perbuatan
melawan hukum dalam perspektif hukum
perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

6 Soerjono Soekanto. (2014). Sosio
logi Suatu Pengantar. Penerbit Rajawali.
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diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang
menyatakan bahwa “Tiap perbuatan
yang melanggar hukum dan membawa
kerugian kepada orang lain, mewajibkan
orang yang karena kesalahannya mener
bitkan kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut.” Meskipun ketentuan ini ber
laku umum, implementasinya dalam kon
teks kecelakaan kerja masih menimbul
kan ketidakpastian hukum.

Hal ini disebabkan karena tidak
adanya regulasi khusus yang mengatur
mekanisme gugatan PMH terhadap pem
beri kerja atau instansi negara yang lalai,
terutama dalam kasus kecelakaan kerja
yang diakibatkan oleh pelanggaran stan
dar keselamatan dan kesehatan kerja
(K3). UU No. 24 Tahun 2011 tentang
BPJS Ketenagakerjaan memang mem
berikan perlindungan kompensasi beru
pa santunan dan rehabilitasi, namun be
lum memberikan ruang yang eksplisit ba
gi pekerja untuk mengajukan gugatan
perdata atas dasar PMH terhadap pihak
yang bertanggung jawab.

Dalam praktiknya, penyelesaian ka
sus kecelakaan kerja lebih banyak dilaku
kan secara administratif melalui skema
jaminan sosial, tanpa mempertimbang
kan unsur kesalahan atau kelalaian.
Akibatnya, korban tidak memiliki ke
pastian hukum untuk memperoleh ganti
rugi yang sepadan jika terjadi kelalaian
berat atau bahkan kesengajaan dari pihak
perusahaan. Ini menjadi celah dalam
sistem perlindungan hukum, khususnya
bila kompensasi dari BPJS dianggap
tidak cukup menutup kerugian aktual
yang dialami korban.

Berbeda dengan Indonesia, sistem
hukum Amerika Serikat memiliki struk
tur hukum yang jelas dalam menyikapi
kecelakaan kerja melalui gugatan tort
law. Dalam sistem ini, pekerja dapat
menggugat pemberi kerja atau pihak
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ketiga atas dasar negligence (kela
laian), strict liability, atau bahkan in
tentional tort, tergantung pada kon
teks kecelakaan yang terjadi. Negara
bagian memiliki workers' compen
sation laws, namun pada saat yang
sama membuka ruang litigasi apabila
terdapat unsur pelanggaran hukum
yang berat. Dalam kasus tertentu,
pekerja di AS tetap dapat menggugat
di luar skema kompensasi jika
pemberi kerja terbukti sangat lalai,
misalnya tidak menyediakan alat
keselamatan yang diwajibkan oleh
“Occupational Safety and Health
Administration (OSHA). Mekanisme
hukum ini mencerminkan bahwa ne
gara memberikan ruang penuh bagi
korban untuk menuntut keadilan
melalui jalur perdata, di samping per
lindungan sosial dari sistem kom
pensasi. Dengan demikian, sistem
hukum Amerika memberikan dua ja
lur paralel: kompensasi administratif
dan gugatan PMH (tort), yang
membuat pekerja memiliki posisi
tawar lebih kuat dalam proses hukum.

Salah satu contoh kasus yang
relevan adalah kecelakaan kerja yang
terjadi di PT Gunbuster Nickel Indus
try (PT GNI), di mana seorang pe
kerja mengalami kecelakaan fatal saat
mengendarai dump truck di area
tambang. Investigasi menunjukkan
adanya kelalaian perusahaan dalam
menerapkan standar keselamatan ker
ja. Namun, penyelesaian kasus ini
lebih difokuskan pada kompensasi ad
ministratif melalui BPJS Ketenaga
kerjaan, tanpa adanya gugatan perdata
atas dasar PMH terhadap perusaha
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an.” Hal ini menunjukkan keterbatasan
mekanisme hukum yang tersedia bagi
korban untuk menuntut pertanggung
jawaban lebih lanjut dari pihak yang
lalai.Ketidakpastian hukum mengenai
gugatan PMH dalam kecelakaan kerja di
Indonesia berpotensi menciptakan ketim
pangan keadilan bagi para pekerja. Da
lam kerangka negara hukum, perlin
dungan terhadap hak-hak pekerja seha
rusnya tidak berhenti pada pemberian
kompensasi, tetapi juga memberikan ak
ses terhadap pemulihan atas kerugian
akibat kelalaian pemberi kerja.?

Dengan demikian bahwa sudah sa
atnya Indonesia melakukan reformasi hu
kum ketenagakerjaan yang menyertakan
ketentuan gugatan perdata atas dasar
PMH secara eksplisit, baik melalui aman
demen UU Ketenagakerjaan, UU BPJS,
maupun regulasi turunan. Selain itu, di
butuhkan pula pedoman teknis dari Mah
kamah Agung untuk memastikan konsis
tensi putusan pengadilan dalam kasus-
kasus semacam ini.® Dengan mengacu
pada sistem hukum di Amerika Serikat,
Indonesia dapat merancang mekanisme
hybrid yang tetap memberikan jaminan
sosial tetapi juga membuka ruang litigasi
perdata untuk kasus-kasus kelalaian
berat. Hal ini penting demi memastikan
bahwa pekerja tidak hanya dipandang
sebagai objek perlindungan administra
tif, tetapi juga sebagai subjek hukum

" Kompas. (2023, Januari 25).
Kecelakaan Kerja PT GNI: Pekerja Tewas Saat
Operasikan Dump Truck.
https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/25/
193000065

8 Yusuf, M. (2022). Urgensi Reformasi
Sistem Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.
Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(1), 33-
56.https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.n01.2415

9 Sidharta, B. A. (2009). Refleksi tentang
Struktur llmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang
Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan IImu
Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu

yang berhak atas keadilan dalam arti
sesungguhnya.*®

2. Ketidakefektifan sistem kompen
sasi bagi pekerja sektor informal.
Di Indonesia, sektor informal
memiliki kontribusi besar terhadap
perekonomian, tetapi pekerja dalam
sektor ini seringkali tidak memiliki
perlindungan sosial yang memadai,
terutama terkait dengan kecelakaan
kerja.!! BPJS Ketenagakerjaan, yang
diatur dalam Undang-Undang No. 24
Tahun 2011, menyatakan bahwa pe
kerja formal wajib terdaftar dan di
lindungi oleh sistem ini, namun pe
kerja sektor informal tidak memiliki
kewajiban yang sama. Akibatnya, pe
kerja informal yang mengalami
kecelakaan kerja tidak dapat mengak
ses kompensasi dan perlindungan ya
ng seharusnya mereka dapatkan me
lalui BPJS. Sistem kompensasi kece
lakaan kerja di Indonesia berdasarkan
BPJS Ketenagakerjaan memang mem
berikan manfaat kepada pekerja for
mal seperti buruh pabrik, pegawai
negeri, dan pekerja swasta dengan
status tetap. Namun, pekerja sektor
informal seperti pedagang kaki lima,
tukang ojek, buruh harian lepas, atau
pekerja rumahan seringkali tidak ter
daftar dalam BPJS karena sifat
pekerjaan mereka yang tidak memi

Hukum Nasional Indonesia.
Mandar Maju.

10 Mardani. (2021). Hukum Ketenaga
kerjaan Indonesia: Aspek Teori dan Praktik.
Jakarta: Kencana.

11 Ma’ruf, A. (2020). Keadilan dalam
Perlindungan Sosial Tenaga Kerja di Indone
sia. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(2), 149-
161.

Bandung:
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liki hubungan kerja formal yang jelas.*?
Masalah utama dalam sistem ini adalah
ketidakmampuan untuk menjangkau
pekerja sektor informal yang bekerja
tanpa kontrak formal. Walaupun ada
upaya pemerintah dengan memberikan
subsidi untuk pendaftaran pekerja in
formal ke dalam BPJS, namun banyak
dari mereka tidak terdaftar karena
kurangnya pengetahuan atau kesadaran
akan pentingnya perlindungan ini.*?

Amerika Serikat memiliki sistem
yang lebih inklusif, meskipun masih
menghadapi tantangan serupa terkait
pekerja sektor informal. Di AS, sistem
asuransi kecelakaan kerja melibatkan
semua pekerja yang melakukan pe
kerjaan untuk pengusaha, termasuk pe
kerja dengan kontrak sementara dan
kontraktor independen, yang sebagian
besar juga termasuk dalam sektor in
formal. Negara bagian di AS memiliki
regulasi masing-masing yang lebih flek
sibel dan memungkinkan penyesuaian
untuk pekerja informal.

Namun, meskipun sistem di AS le
bih komprehensif, pekerja sektor infor
mal di sana tetap menghadapi tantangan
serupa, yakni akses terhadap perlindu
ngan hukum dan kompensasi yang tidak
memadai apabila mereka tidak terdaftar
atau bekerja tanpa kontrak. Oleh karena
itu, Indonesia dapat meninjau sistem di
AS dan mengadopsi model penyesuaian
kebijakan yang lebih bersifat inklusif
untuk sektor informal .14

Salah satu contoh kasus nyata yang
menggambarkan ketidakefektifan sistem
kompensasi bagi pekerja sektor informal
di Indonesia adalah kasus kecelakaan
kerja yang menimpa seorang pengemudi
ojek online (ojol) di Jakarta pada tahun

12 yusuf, M. (2022). Urgensi Reformasi
Sistem Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.
Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(1), 33-56.

13 I bid.
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2022. Pada saat mengantar pesanan,
pengemudi mengalami kecelakaan
yang menyebabkan cedera parah pada
kaki. Pengemudi tersebut tidak ter
daftar dalam BPJS Ketenagakerjaan,
meskipun bekerja di sektor yang ren
tan terhadap risiko kecelakaan. Se
telah kecelakaan terjadi, korban beru
saha untuk mengklaim kompensasi, te
tapi karena statusnya sebagai pekerja
informal, ia tidak memenuhi syarat
untuk mendapatkan manfaat dari BP
JS Ketenagakerjaan. Selain itu, penge
mudi ojol ini juga mengalami kesu
litan dalam mencari bantuan hukum
karena kurangnya pengetahuan tenta
ng hak-haknya sebagai pekerja. Penye
dia platform ojol seperti Gojek atau
Grab hanya memberikan kompensasi
terbatas berdasarkan kebijakan inter
nal mereka, yang jauh lebih rendah di
bandingkan kompensasi yang seharus
nya diberikan melalui BPJS.

Kasus ini menunjukkan bahwa
meskipun pekerja seperti pengemudi
ojek online memiliki potensi untuk
menghadapi kecelakaan kerja, mere
ka tetap tidak terlindungi secara hu
kum karena kurangnya akses terhadap
program perlindungan sosial dan ke
tidakefektifan sistem kompensasi ya
ng ada. Dalam kasus pengemudi ojol
di Jakarta, ketidakberdayaan pekerja
informal untuk mendapatkan kompen
sasi mencerminkan kesenjangan da
lam perlindungan sosial bagi pekerja
sektor ini. Banyak dari pekerja sektor
informal yang tidak tahu atau tidak
memiliki akses untuk mendaftar da
lam program BPJS Ketenagakerjaan,
sementara mereka sangat membutuh

14 Smith, R. J., & Thomas, J. (2014).
Tort Law (6th ed.). Oxford: Oxford
University Press.
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kan perlindungan ketika terjadinya ke
celakaan kerja.

Untuk mengatasi masalah ini, In
donesia perlu memperkenalkan pen
daftaran otomatis bagi pekerja sektor in
formal melalui aplikasi berbasis mobile
atau mekanisme lain yang lebih inklusif.
Ini akan memungkinkan pekerja infor
mal untuk mendaftar dengan mudah dan
mendapatkan akses terhadap perawatan
medis dan kompensasi akibat kecelakaan
kerja. Di samping itu, pemerintah juga
perlu menyosialisasikan pentingnya per
lindungan ini kepada pekerja sektor in
formal agar mereka tidak merasa terping
girkan atau tidak tahu mengenai hak-hak
mereka.

Dengan demikian, konsep ideal un
tuk meningkatkan efektivitas perlindu
ngan pekerja sektor informal adalah de
ngan memperkenalkan program jaminan
sosial yang lebih inklusif dan fleksibel.
Ini termasuk pendaftaran otomatis bagi
pekerja informal dan pemberian subsidi
iuran untuk pekerja yang tidak mampu
membayar biaya sendiri. Pemerintah
juga perlu mengembangkan mekanisme
pendidikan untuk pekerja informal agar
mereka mengetahui hak-hak mereka
dalam perlindungan kecelakaan kerja.
Dengan demikian, pekerja informal da
pat memiliki akses yang lebih mudah
untuk mengklaim kompensasi kecelaka
an kerja.

3. Lemahnya penegakan standar kese
lamatan kerja oleh negara
Kecelakaan kerja masih menjadi
persoalan serius dalam perlindungan
tenaga kerja di Indonesia. Data BPJS

15 BPJS Ketenagakerjaan. (2023).
Laporan Statistik Kecelakaan Kerja Nasional
2022. Jakarta: BPJS.

16 Suharto, E. (2009). Kebijakan Sosial:
Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.
Bandung: Alfabeta.

Ketenagakerjaan mencatat lebih dari
265.000 kasus kecelakaan kerja se
panjang tahun 2022, meningkat
signi fikan dari tahun sebelumnya.’®
Ba nyak dari insiden tersebut
disebab kan oleh lemahnya
penerapan stan dar keselamatan dan
kesehatan kerja (K3), baik oleh
pemberi kerja mau pun akibat
kelalaian institusi negara dalam
melakukan pengawasan. Hal ini
menunjukkan bahwa peran ne gara
tidak hanya penting dalam pe
nyediaan jaminan sosial pasca-ke
celakaan, tetapi juga dalam fungsi
preventif melalui pengawasan dan
penegakan hukum di bidang K3.1
Sayangnya, pengawasan ketenaga
kerjaan di Indonesia masih sangat
terbatas, baik dari segi jumlah pe
ngawas maupun efektivitas sanksi
terhadap pelanggaran K3.

Menurut Undang-Undang No
mor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, ne
gara melalui BPJS Ketenagakerjaan
wajib memberikan perlindungan
bagi pekerja, termasuk jaminan ke
celakaan kerja. Namun, skema ini
bersifat kuratif, bukan preventif. Da
lam konteks inilah, kelalaian negara
dapat dikualifikasikan sebagai per
buatan melawan hukum (PMH) ya
ng menimbulkan kerugian bagi pe
kerja. Dalam hukum perdata Indo
nesia, PMH diatur dalam Pasal 1365
KUHPerdata, yang mensyaratkan
adanya perbuatan yang melanggar
hukum, menimbulkan kerugian, dan
adanya hubungan kausalitas.}” Dok

17 Hadjon, P. M. (2002). Pengantar
Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
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trin onrechtmatige overheidsdaad atau
perbuatan melawan hukum oleh negara
juga telah diadopsi dalam yurispruden
si Indonesia. Misalnya, dalam Putusan
Mahkamah Agung No. 2042 K/Pdt/
2009, negara dinyatakan bertanggung
jawab atas kerugian warga akibat tin
dakan pejabat yang tidak menjalankan
tugas sesuai peraturan.

Kasus kebakaran pabrik petasan
di Kosambi, Tangerang tahun 2017
menjadi contoh nyata kelalaian penga
wasan keselamatan kerja oleh negara.
Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 49
orang pekerja tewas, sebagian besar
perempuan, dan puluhan lainnya me
ngalami luka berat. Investigasi mengu
ngkap bahwa perusahaan tidak memi
liki izin usaha dan tidak memenuhi
standar keselamatan kerja. Namun, ne
gara sebagai pihak yang seharusnya me
ngawasi pelaksanaan K3 tidak menja
lankan fungsi pengawasan secara opti
mal.!® Tidak ada pertanggungjawaban
hukum yang dikenakan terhadap peja
bat pengawas atau institusi negara,
padahal kerugian besar telah ditimbul
kan.

Berbeda dengan Indonesia, sis
tem hukum di Amerika Serikat mem
berikan ruang hukum yang lebih kuat
bagi pekerja untuk menuntut pertang
gungjawaban negara. Melalui Federal
Tort Claims Act (FTCA) 1946, warga
negara dapat menggugat pemerintah fe
deral atas tindakan atau kelalaian yang
menimbulkan kerugian, termasuk kega
galan dalam pengawasan keselamatan
kerja. Lembaga seperti Occupational
Safety and Health Administration (OS
HA) memiliki kewenangan luas dalam
melakukan inspeksi dan menjatuhkan
sanksi terhadap perusahaan yang me

18 BBC Indonesia. (2017, 27 Oktober).
Kebakaran Pabrik Petasan di Kosambi: 49 Orang
Tewas.
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langgar standar keselamatan. Dalam
kasus Lopez v. Department of La
bor, misalnya, pengadilan menya
takan bahwa kegagalan lembaga
negara menindak pelanggaran K3
dapat menjadi dasar gugatan ganti
rugi. Sistem ini menunjukkan bahwa
negara tidak hanya memiliki tang
gung jawab moral, tetapi juga tang
gung jawab hukum yang dapat diuji
di pengadilan. Perbandingan terse
but menunjukkan bahwa Indonesia
belum memiliki sistem pertanggung
jawaban negara yang kuat dalam
konteks kecelakaan kerja. Negara
hanya dilibatkan sebagai penyedia
jaminan sosial pasca-kejadian, tanpa
mekanisme hukum yang memadai
untuk menilai dan menghukum ke
lalaian struktural oleh lembaga pe
ngawas. Oleh karena itu, perlu ada
reformasi hukum yang menjadikan
tanggung jawab negara sebagai sub
jek hukum yang nyata dan dapat
digugat.

Dengan demikian, konsep ide
al untuk memperkuat tanggung ja
wab negara dalam penegakan kese
lamatan kerja. Pertama, perlu ada
penguatan norma hukum dalam Un
dang-Undang Ketenagakerjaan dan
UU BPJS yang menegaskan bahwa
negara bertanggung jawab secara hu
kum terhadap kegagalan fungsi pe
ngawasan. Kedua, sistem penga
wasan K3 harus diperkuat melalui
integrasi data antara BPJS, penga
was ketenagakerjaan, dan lembaga
penegak hukum. Ketiga, mekanisme
gugatan terbuka terhadap kelalaian
institusional negara harus diatur
secara eksplisit dalam peraturan pe
rundang-undangan, meniru model

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-
41774884
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FTCA di Amerika Serikat. Dengan de
mikian, pekerja tidak hanya menjadi
objek perlindungan pasca-kejadian,
tetapi juga subjek hukum yang m
emiliki hak atas lingkungan kerja yang
aman dan adil.

D. Penutup

Berdasarkan hasil analisis dan pem
bahasan, dapat disimpulkan bahwa pe
ngaturan Perbuatan Melawan Hukum (P
MH) dalam menangani kasus kecelakaan
kerja di Indonesia dan Amerika Serikat
menunjukkan perbedaan yang cukup sig
nifikan, baik dari segi struktur hukum,
substansi peraturan, maupun mekanisme
penegakannya. Indonesia yang menga
nut sistem civil law masih mengalami
berbagai kendala dalam menerapkan
konsep PMH secara efektif dalam kon
teks kecelakaan kerja, terutama karena
keterbatasan regulasi spesifik, ketidak
pastian hukum dalam gugatan terhadap
pemberi kerja, serta lemahnya penga
wasan dari negara terhadap penerapan
standar keselamatan kerja.

Dalam konteks gugatan PMH ter
hadap pemberi kerja, Pasal 1365 KUH
Perdata memang menyediakan dasar hu
kum umum, namun belum ada regulasi
turunan atau pedoman teknis yang secara
eksplisit mengatur prosedur gugatan
PMH dalam kasus kecelakaan kerja. Aki
batnya, pekerja sering kali hanya menga
ndalkan skema kompensasi melalui
BPJS Ketenagakerjaan yang bersifat ad
ministratif, tanpa memperoleh keadilan
substantif apabila kecelakaan tersebut
terjadi akibat kelalaian serius atau pe
langgaran hukum oleh pihak pemberi
kerja. Hal ini menunjukkan adanya kele
mahan sistemik dalam memberikan per
lindungan hukum yang menyeluruh bagi
pekerja.

Kelemahan juga terlihat dalam per
lindungan bagi pekerja sektor informal.

Meskipun sektor ini menyumbang ko
ntribusi besar terhadap ekonomi na
sional, pekerjanya masih seringkali
tidak terdaftar dalam sistem jaminan
sosial, termasuk BPJS Ketenagaker
jaan. Hal ini menyebabkan mereka
tidak memiliki akses terhadap kom
pensasi dan perlindungan ketika me
ngalami kecelakaan kerja. Ketidak
terjangkauan sistem ini disebabkan
oleh kurangnya regulasi yang bersifat
inklusif, rendahnya kesadaran masya
rakat, serta keterbatasan teknis dalam
implementasi perlindungan bagi peke
rja informal.

Selain itu, peran negara dalam
menjamin keselamatan kerja di Indo
nesia masih terbilang lemah. Data
menunjukkan bahwa masih banyak
kecelakaan kerja yang terjadi akibat
kelalaian dalam penerapan standar
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3). Fungsi pengawasan yang dija
lankan oleh institusi negara, seperti
Kementerian Ketenagakerjaan dan
pengawas ketenagakerjaan di daerah,
belum berjalan secara optimal, baik
karena keterbatasan jumlah personel,
kurangnya integrasi data, maupun
lemahnya sanksi terhadap pelangga
ran. Bahkan dalam kasus-kasus ke
celakaan kerja besar yang terjadi ka
rena kegagalan pengawasan, negara
tidak pernah benar-benar dimintai per
tanggung jawaban hukum.

Sebaliknya, Amerika Serikat ya
ng menganut sistem common law, me
nyediakan dua jalur paralel bagi pe
kerja korban kecelakaan kerja: wor
kers' compensation system dan gugat
an perdata berdasarkan tort law, khu
susnya prinsip negligence. Selain itu,
negara juga dapat dimintai pertang
gungjawaban hukum melalui Federal
Tort Claims Act (FTCA) apabila terda
pat kelalaian dalam fungsi pengawas
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an atau pelanggaran oleh institusi negara.
Sistem ini menciptakan jaminan ganda
bagi pekerja baik secara administratif
maupun Yyudisial serta menunjukkan
bahwa negara tidak hanya sebagai fa
silitator, tetapi juga sebagai subjek hu
kum yang dapat digugat.

Dari perbandingan tersebut, pe
nulis menyarankan agar Indonesia me
lakukan reformasi hukum ketenaga
kerjaan yang menyentuh tiga aspek pe
nting. Pertama, perlu dibentuk regulasi
yang secara eksplisit mengatur tentang
gugatan PMH dalam kecelakaan kerja,
termasuk penguatan peran yudisial da
lam menilai unsur kesalahan dan tang
gung jawab pemberi kerja. Kedua, perlin
dungan pekerja informal harus ditingkat
kan melalui skema pendaftaran otomatis
ke BPJS, subsidi iuran, dan edukasi
hukum. Ketiga, sistem pengawasan kete
nagakerjaan harus direformasi secara
struktural, dengan integrasi data lintas
lembaga, peningkatan kualitas dan kua
ntitas pengawas, serta pembentukan me
kanisme pertanggungjawaban negara
atas kelalaian dalam pengawasan kese
lamatan kerja.

Dengan melaksanakan ketiga reko
mendasi tersebut, diharapkan Indonesia
dapat membentuk sistem hukum ketena
gakerjaan yang lebih responsif, berke
adilan, dan menjunjung tinggi hak-hak
pekerja sebagai subjek hukum. Sistem
ini tidak hanya menjamin kompensasi
atas kerugian yang diderita, tetapi juga
memastikan adanya mekanisme pertang
gungjawaban yang efektif terhadap se
tiap pelanggaran hukum yang terjadi
baik oleh individu maupun oleh negara.
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